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MOTTO dan PERSEMBAHAN 
 
 “Belajarlah dari hari kemarin, jalani hari ini, berharaplah untuk hari esok. 
Yang penting jangan berhenti bertanya” 
 “Setiap orang yang banyak membaca tapi sedikit menggunakan akalnya 
sendiri akan menjadi orang yang pemalas” 
 “Jika fakta tidak sesuai dengan teori, ubahlah fakta tersebut” 
 “Imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan” 
 “Hidup itu ibarat naik sepeda; untuk menjaga keseimbangan, kau harus tetap 
bergerak” 
 “Kebijaksanaan bukanlah hasil dari belajar di sekolah, tapi hasil dari usaha 
mendapatkannya selama hidup” 
 “Jangan melakukan hal yang bertentangan dengan kata hati, bahkan meski 









Pembangunan ekonomi daerah merupakan tujuan utama dalam 
meningkatkan masyarakat daerah untuk mempunyai hidup yang lebih layak seperti 
masyarakat lainnya dan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang 
sering dihadapi oleh Negara sedang berkembang seperti Indonesia. Ada berbagai 
faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, 
pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, 
geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Provinsi Banten merupakan daerah yang 
otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. 
Sebelum menjadi provinsi, Banten bagian dari Provinsi Jawa Barat. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana dan seberapa besar 
pengaruh variabel Angka Harapan Hidup, PDRB per kapita, dan jumlah 
pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada tahun 
2012. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 
berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) yang menggunakan data 
antar ruang (cross section) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2012 dengan 
bantuan software Eviews 4.1 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Angka Harapan 
Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di 
Provinsi Banten, PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah 
penduduk miskin di Provinsi Banten, dan jumlah pengangguran berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten. 
 
Kata Kunci: Jumlah Penduduk Miskin, Angka Harapan Hidup, PDRB per 





Regional economic development is a major goal in improving local 
communities to have more decent life like other people and poverty is a complex 
problem that is often faced by developing countries such as Indonesia . There are 
a variety of interrelated factors , such as income levels , unemployment , health , 
education , access to goods and services , location, geography , gender , and 
neighborhood locations . Banten Province is an autonomous region formed under 
Law No. 23 of 2000. Before becoming the province of Banten part of West Java 
Province . 
This study aims to analyze how and how much influence the life expectancy 
at birth , GDP per capita , and the number of unemployed to the number of poor 
people in Banten Province in 2012. The method of analysis in this study using 
multiple linear regression analysis with Ordinary Least Square method (OLS) 
which use data between space (cross section) District / Municipality in Banten 
Province in 2012 with the help of software Eviews 4.1 
Results from this study indicate that the variable Participation Health 
significant negative effect on the number of poor people in the province of Banten , 
GDP per capita does not significantly influence the number of poor people in the 
province of Banten , and unemployment is positive and significant impact on the 
number of poor people in the province of Banten . 
 
Keyword: Number of Poor People, life expectancy at birth, GDP per capita, 
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1.1 Latar Belakang 
Pembangunan ekonomi daerah merupakan tujuan utama dalam 
meningkatkan masyarakat daerah untuk mempunyai hidup yang lebih layak seperti 
masyarakat lainnya dan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang 
sering dihadapi oleh Negara sedang berkembang seperti Indonesia. Dalam upaya 
meningkatkan tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama 
berinisiatif untuk melakukan pembangunan daerahnya. Oleh kerena itu, pemerintah 
daerah beserta partisipasi masyarakatnya harus lebih memanfaatkan sumber daya 
yang telah ada untuk menaksir sumber daya yang diperlukan mampu menaksir 
potensi yang ada untuk merancang dan membantu membangun perekonomian 
daerah (Arsyad, 2004). Menurut Todaro (2006), proses pembangunan paling tidak 
memiliki tiga tujuan inti yaitu 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi 
berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; 2) peningkatan standar hidup; 3) 
perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. 
Indonesia adalah Negara yang besar dalam banyak hal seperti luas wilayah, 
jumlah penduduk, sumber daya alam, dan Indonesia juga memiliki penduduk 
miskin yang besar pula. Kemiskinan merupakan masalah yang fenomenal 
sepanjang sejarah Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan yang telah merdeka 
sejak tahun 1945. Dengan persoalan kemiskinan ini yang menyebabkan jutaan 




dalam membiayai kesehatan, kurangnya pemerintah memberikan perhatian yang 
khusus masyarakat miskin, semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang 
disebabkan karna lapangan pekerjaan yang minim dan jumlah pertumbuhan 
penduduk yang semakin meningkat, serta kurangnya jaminan sosial oleh 
pemerintah dalam memenuhi perlindungan terhadap masyarakat miskin yang 
menyebabkan rakyat yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sandang, 
pangan, papan mereka secara keterbatasan. 
Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, 
tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi 
seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. 
Ada beberapa faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan 
masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, 
lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Hak-hak dasar yang diakui secara 
umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 
perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman 
dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam 
kehidupan sosial politik. Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, 
selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat 
mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan 
menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi 





Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai 
tujuan dari suatu kegiatan pembangunan dan menuntaskan kemiskinan melalui 
pemberdayaan masyarakat. Adapun kesejahteraan masyarakat mempunyai lima 
fungsi pokok yaitu: 
1. Perbaikan secara progresif daripada kondisi-kondisi kehidupan 
orang. 
2. Pengembangan sumberdaya manusia. 
3. Berorientasi manusia terhadap perubahan sosial dan penyesuaian 
diri. 
4. Penggerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk 
tujuan pembangunan. 
5. Penyedian struktur-struktur institusional untuk berfungsi dalam 
pelayanan yang terorganisir lainnya. 
Provinsi Banten merupakan daerah yang otonom yang terbentuk 
berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi, 
Banten bagian dari Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data sensus penduduk 2010 
Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 
10.632.166 jiwa setelah pemekaran. Dengan prosentase 67,01% penduduk 
perkotaan dan 32,99% penduduk pedesaan. Di Provinsi ini, laju pertumbuhan 
penduduk mencapai 2,78% /tahun dengan kepadatan 1.100 jiwa /km2. Dapat di lihat 







Jumlah Penduduk Provinsi Banten 
Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) 
 
Kabupaten/Kota 2000 2010 2011 2012 
Pandeglang 1.011.788 1.149.610 1.172.179 1.181.430 
Lebak 1.030.040 1.204.095 1.228.884 1.239.660 
Tangerang* 2.781.428 2.834.376 2.960.474 3.050.929 
Serang** 1.652.763 1.402.818 1.434.137 1.448.964 
Kota Tangerang 1.325.854 1.798.601 1.869.791 1.918.556 
Kota Cilegon 294.936 374.559 385.720 392.341 
Kota Serang ... 557.785 598.407 611.897 
Kota Tangerang 
Selatan   1.290.322 1.355.926 1.405.170 
Banten 8.096.809 10.632.166 11.005.518 11.248.947 
 Sumber : BPS Provinsi Banten 
 Note : *) Tahun 2009 termasuk Kota Tanggerang Selatan 
  **) Tahun 2008 termasuk Kota Serang 
 
Menurut Tabel 1.1 diatas Kabupaten Tanggerang memiliki jumlah 
penduduk yang sangat padat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya 
sebelum dan sesudah pemekarannya Kota Tanggerang Selatan, penduduk 
Kabupaten Tanggerang meningkat sebesar 1,9% pada tahun 2000 sebesar 
2.781.428 jiwa menjadi 2.834.376 jiwa di tahun 2010. 
Dengan jumlah penduduk sebanyak itu Provinsi Banten juga mempunyai 
masalah seperti dengan Provinsi lainnya yaitu kemiskinan yang terdapat di 
penduduknya setelah pemekaran yang dilakukan  Provinsi Banten untuk lepas dari 
Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000. Pemerintah Provinsi Banten menetapkan 
program desa terpadu sebagai program unggulan tahun 2015 dalam rangka 
penuntasan kemiskinan di Banten. Seluruh program pengentasan kemiskinan mulai 
dari pemerintah pusat hingga kabupaten/kota akan disinergikan dan dikelola secara 
tepadu. Berbagai program yang disiapkan seperti Jaminan sosial rakyat Banten 
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bersatu (Jamsosratu), beda rumah, dan lainnya dilakukan secara sinergi 
melalui desa terpadu. Terdapat sembilan isu strategis dengan keterkaitan program 
prioritas pembangunan di Provinsi Banten Tahun 2015 antara lain, prioritas 
perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam upaya 
menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Banten yang masih berada pada angka 
5,8% penduduk miskin. 
Adapun data jumlah dan pertumbuhan penduduk miskin pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten setelah terjadi pemekaran dapat di lihat dari 
Tabel 1.2 berikut : 
Tabel 1.2 
Jumlah Penduduk Miskin 

















2003 161121 144393 244326 170069 75817 14905 
2004 146440 132423 222834 153413 65133 13400 
2005 150109 137288 221017 179587 85064 14477 
2006 147342 142922 248387 166790 79430 21776 
2007 174410 167472 219190 168352 77756 16854 
2008 142114 142472 230135 117222 67543 24563 
2009 138068 127995 206894 79551 73239 23727 
2010 131056 124985 203508 88939 80218 25770 
2011 131284 113057 254262 80742 74418 23683 
2012 109519 106859 174208 76505 73097 21775 
Sumber : BPS Provinsi Banten 
Keterangan: *) Tahun 2009 termasuk Kabupaten Tanggerang 
        **) Tahun 2008 termasuk Kabupaten Serang 
 
Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk 
yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. 
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Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang 
berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 
per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang 
mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum 
makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan 
non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, 
penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan 
(angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan 
(rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan 
sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).  
Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan 
berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya 
kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk 
dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut 
World Bank adalah USD $2 per orang per hari. 
Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin pada beberap 
Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Banten mengalami fluktuasi pada setiap 
tahunnya. Di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Banten menunjukan 
kecendrungan pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang meningkat cukup tinggi 
antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sebesar 0,93%, angka tersebut di 
dapat setelah pemekaran dan terbesar selama 12 tahun terakhir ini. Beberapa 
Kabupaten/Kota yang menunjukan kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk 
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miskin yang semakin meningkat selama periode tersebut, yaitu pada 
Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tanggerang dan Kabupaten 
Tanggerang. 
Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (vicious 
circle of poverty) dari Nurkse 1953. Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah 
suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi suatu keadaaan dimana suatu 
negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai 
tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan 
SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan 
kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas 
mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh 
rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada 
rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya 
akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercemin oleh 
tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh 
keterbelakangan dan seterusnya (Mudrajad Kuncoro, 1997). 
Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab 
terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari 
indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja 
dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan 
pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya 
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jumlah penduduk miskin. Salah satu tolok sumber pengukuran IPM adalah ditinjau 
dari aspek kesehatan masyarakat. 
Salah satu indikator IPM adalah angka harapan hidup (AHH). Pemerintah 
daerah mengeluarkan dana pembangunan yang secara khusus ditujukan untuk 
meningkatkan tingkat kesehatan penduduk sehingga diharapkan memiliki 
penduduk dengan kualitas yang lebih baik.  Berikut ini adalah perkembangan di 
sektor kesehatan dilihat pada Angka Harapan Hidup per Kabupaten/Kota di 
Propinsi Banten 
Tabel 1.3 
Angka Harapan Hidup  















2002 62.00 62.40 64.30 61.00 68.00 68.20 
2003 62.10 62.60 64.50 61.40 68.00 68.30 
2004 62.20 62.70 64.60 61.60 68.10 68.40 
2005 62.30 62.80 64.90 61.70 68.20 68.40 
2006 62.90 63.00 65.10 61.80 68.20 68.45 
2007 63.10 63.10 65.30 62.30 68.20 68.50 
2008 63.30 63.10 65.40 62.70 68.30 68.50 
2009 63.50 63.21 65.61 63.08 68.33 68.53 
2010 63.80 63.28 65.79 63.51 68.37 68.58 
2011 64.00 63.35 65.90 63.88 68.41 68.62 
2012 64.13 63.42 66.01 64.25 68.44 68.67 
Sumber: BPS, Provinsi Banten Dalam Angka 2002-2012 
Keterangan: *) Tahun 2009 termasuk Kabupaten Tanggerang 






Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa besarnya angka harapan hidup pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dari tahun 2002 sampai dengan 2012 
mengalami peningkatan setiap tahunnya pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi 
Banten. Hal ini berarti bahwa alokasi APBD untuk peningkatan IPM sudah 
dilakukan melalui peningkatan angka harapan hidup. 
Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah 
angka PDRB per kapita. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang 
dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode 
(Hadi Sasana, 2001). Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB per kapita adalah 
PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan sebagai 
indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka 
semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan 
semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini 
berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu 
wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. 
Berikut disajikan data perkembangan dan pertumbuhan PDRB per kapita 










Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi 
















2002 2.919,60 2.943,83 13.489,98 7.089,01 17.888,27 7.723,22 
2003 3.052,87 3.046,91 14.401,07 7.317,28 18.987,72 8.281,37 
2004 3.211,07 3.170,53 15.323,65 7.638,40 20.079,27 8.886,74 
2005 3.398,59 3.289,22 16.445,46 7.973,37 21.462,17 9.440,71 
2006 3.510,27 3.392,78 18.735,00 8.357,68 22.932,60 9.972,85 
2007 3.667,47 3.559,03 19.974,01 8.785,79 24.505,12 14.706,00 
2008 3.824,27 3.703,58 21.207,87 9.172,97 26.066,99 15.461,00 
2009 3.985,78 3.855,54 22.329,96 9.521,64 27.562,53 16.246,80 
2010 4.321,10 4.152,20 23.927,40 10.019,30 29.402,86 17.111,20 
2011 4.554,60 4.419,50 25.766,20 10.650,80 31.469,90 18.228,70 
2012*)  4.803,37 4.607,59 27.255,37 11.250,28 33.428,91 19.470,57 
Sumber: Banten Dalam Angka tahun 2002-2013 
Keterangan: *) Angka Sementara  
**) Tahun 2009-2012 termasuk Kota Tangerang Selatan  
***) Tahun 2008-2012 termasuk Kota Serang 
Dari Tabel 1.4 terlihat bahwa PDRB per kapita seluruh Kabupaten/Kota di 
Provinsi Banten pada tahun 2002 sampai tahun 2012 mengalami kecenderungan 
yang meningkat. Selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 Kabupaten 
Tanggerang (termasuk Kota Tanggerang Selatan setelah mengalami pemekaran 
pada tahun 2009) mencapai 27.255,37 rupiah pada tahun 2012. Sedangkan PDRB 
terendah pada tahun 2012 yaitu terdapat pada Kab. Lebak sebesar 4.607,59 rupiah. 
Selain faktor-faktor di atas, adapula indikator lain yang digunakan untuk 
mengukur jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yaitu 
seberapa besar jumlah pengangguran yang ada pada Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Tengah tersebut. Pengangguran bisa disebabkan oleh bertambahnya angkatan 
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kerja baru yang terjadi tiap tahunnya, sementara itu penyerapan tenaga kerja 
tidak bertambah. Selain itu adanya industri yang bangkrut sehingga harus 
merumahkan tenaga kerjanya. Hal ini berarti, semakin tinggi jumlah pengangguran 
maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. 
Berikut ini disajikan data jumlah dan pertumbuhan pengangguran pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten : 
Tabel 1.5 
Jumlah Pengangguran (jiwa) 
















2002 76.440  83.227  97.349  80.985  29.036  9.467  
2003 77.907  69.270  116.819  85.034  31.886  7.904  
2004 69.661  62.265  107.084  75.283  27.776  6.518  
2005 70.268  63.295  104.303  86.522  29.102  8.184  
2006 80.032  74.935  115.151  78.919  42.493  7.358  
2007 79.121  74.317  99.853  78.258  32.616  6.945  
2008 63.489  62.059  103.051  53.549  45.277  5.824  
2009 60.757  54.746  91.091  47.930  43.426  6.105  
2010 65.527  62.492  101.754  44.469  61.871  8.352  
2011 57.436  56.528  95.031  40.370  57.402  8.601  
2012 54.759  53.429  87.104  38.252  53.156  7.474  
Sumber: BPS, Provinsi Banten 
Keterangan: *) Tahun 2009 termasuk Kabupaten Tanggerang 
**) Tahun 2008 termasuk Kabupaten Serang 
 
Berdasarkan Tabel 1.5 di atas terlihat bahwa jumlah pengangguran pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 
mengalami fluktuasi. Banyak daerah yang mengalami peningkatan angka 
pengangguran di tahun 2006 . 
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Jumlah pengangguran tertinggi pada tahun 2006 di Kabupaten Tanggerang 
sebesar 115.151 jiwa, kemudian mengalami penurunan sebesar -0,086 persen 
menjadi 99.853 jiwa di tahun 2007. Sedangkan jumlah pengangguran terkecil di 
Kota Cilegon pada tahun 2006 sebesar 7.358 jiwa, lalu menurun di tahun 
selanjutnya yaitu 2007 sebesar 6.945 jiwa atau sekitar -94,3 persen. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas 
mengenai jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten. Selain itu di dalam 
penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh variabel Angka Harapan Hidup 
(AHH), PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk 
miskin di Provinsi Banten pada tahun 2002 sampai 2012 setelah terjadinya 
pemekarang. Untuk pengolahan data akan digunakan metode regresi time series 
atau data serial waktu 
1.2 Rumusan Masalah 
Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam 
menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. 
Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat 
meningkatnya kemiskinan. 
Kondisi jumlah penduduk miskin di Banten menunjukkan adanya 
kecenderungan pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang semakin menurun. 
Namun demikian masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang menunjukkan 
kecenderungan tinggi antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sebesar 0,93%, 
angka tersebut di dapat setelah pemekaran dan terbesar selama 12 tahun terakhir 
ini. Beberapa Kabupaten/Kota yang menunjukan kecenderungan pertumbuhan 
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jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat selama periode tersebut, 
yaitu pada Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Tanggerang dan 
Kabupaten Tanggerang (Tabel 1.2). 
Penyebab kemiskinan adalah lingkaran kemiskinan yang tidak berujung 
pangkal. Rendahnya kualitas sektor Kesehatan (AHH) menyebabkan rendahnya 
produktivitas kerja. Rendahnya produktivitas berakibat rendahnya pendapatan yang 
diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan 
investasi, sehingga akumulasi modal rendah dan berdampak pada terbatasnya 
lapangan kerja dan berarti meningkatnya jumlah pengangguran. Jumlah 
pengangguran yang semakin meningkat menyebabkan bertambahnya jumlah 
penduduk miskin. 
Kondisi beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2002-2012 
seperti di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tanggerang dan 
Kabupaten Serang yang menunjukkan adanya peningkatan Angka Harapan Hidup 
tetapi tidak diimbangi dengan penurunan jumlah penduduk miskin (Tabel 1.2 dan 
Tabel 1.3) padahal menurut penelitian Apriliyah S. Napitupulu (2007), bahwa 
Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah 
penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit 
dalam penghitungannya antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan 
konsumsi perkapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta 
pendapatan perkapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, 
sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi 
jumlah penduduk miskin di daerah. 
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Pada sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2002-2012 seperti 
di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tanggerang dan 
Kabupaten Serang menunjukkan adanya peningkatan PDRB per kapita, tetapi tidak 
diimbangi dengan penurunan jumlah penduduk miskin (Tabel 1.2 dan Tabel 1.4). 
Secara teoritis seharusnya peningkatan PDRB per kapita akan menurunkan jumlah 
penduduk miskin, seperti hasil penelitian Rima Prihartanty (2008), bahwa 
pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan PDRB per kapita berpengaruh 
negatif terhadap jumlah penduduk miskin. 
Kondisi lain yang dihadapi beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 
tahun 2002-2012 seperti Kota Tanggerang adalah adanya peningkatan jumlah 
pengagguran tetapi ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penduduk 
miskin (Tabel 1.2 dan Tabel 1.5) padahal menurut penelitian Dian Octaviani 
(2001), bahwa jumlah pengangguran erat kaitanya dengan kemiskinan di Indonesia 
yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji 
atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan 
berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli 
kebutuhan sehari-hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi pengganguran maka 
akan meningkatkan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki 
ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh 
saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar 
penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya 
bahwa semakin tinggi pengganguran maka akan meningkatkan kemiskinan. 
Dari masalah tersebut, muncul pertanyaan sebagai berikut:  
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1. Bagaimana pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) terhadap jumlah 
penduduk miskin di Provinsi Banten pada periode tahun 2012 setelah 
pemekaran? 
2. Bagaiman pengaruh PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di 
Provinsi Banten pada periode tahun 2012 setelah pemekaran? 
3. Bagaimana pengaruh jumlah pengangguran terhadapjumlah penduduk 
miskin di Provinsi Banten pada periode tahun 2012 setelah pemekaran? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisi bagaimana dan seberapa besar variabel Angka Harapan 
Hisup terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten setelah 
pemekaran. 
2. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel 
PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten 
setelah pemekaran. 
3. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel 








1.3.3 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 
1. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui penyebab besarnya jumlah 
penduduk miskin di Provinsi Banten setelah pemekaran. 
2. Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk 
mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten setelah pemekaran. 
3. Sebagai bahan bacaan referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi 
mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang 
kemiskinan di Provinsi Banten setelah pemekaran. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan 
Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini dibahas tentang latar 
belakang permasalahan yang ada, dan tujuan diadakannya penelitian. 
Bab II Telaah Pustaka 
Berisi dasar-dasar dan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian 
serta hasil penelitian terdahulu dengan topik permasalahan yang sama. 
Dalam bab ini dimuat kerangka pemikiran dan hipotesis. 
Bab III Metode Penelitian 
Berisi penguraian mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, 






Bab IV Hasil dan Pembahasan  
Berisi hasil dan pembahasan analisis data yang dilakukan dan pembahasan 
tentang hasil analisis tersebut.  
Bab V Penutup 
Berisi kesimpulan tentang hasil analisis yang telah dilakukan beserta 








2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Definisi dan Ukuran Kemiskinan 
Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, 
terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah 
keterbatasan yang disandang seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara 
yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan 
hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan 
negara. Pengertian itu merupakan pengertian secara luas, telah dikatakan 
kemiskinan terkait dengan ketidaknyamanan dalam hidup.Dalam segala bidang 
selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan 
kondisi masyarakat sekitarnya. 
Kemiskinan multi dimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu 
bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang 
berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan 
serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber 
keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan 
dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan 
yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.Selain itu, dimensi-dimensi 
kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung.Hal ini 




kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain darikemiskinan ini 
adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif 
(Lincolin Arshad, 1999). 
Menurut PBB definisi kemiskinan adalah bahwa kemiskinan merupakan 
kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan 
kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi 
kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang 
lain. 
Ukuran kemiskinan menurut Nurkse (dalam Lincolin Arshad, 1999), secara 
sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian, 
yaitu : 
1. Kemiskinan Absolut 
Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya 
berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan 
dasar hidupnya.Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan 
minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, 
dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. 
Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan 
komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya 
dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu 
negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya.Walaupun demikian, untuk dapat hidup 
layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 
fisik dan sosialnya. 
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2. Kemiskinan Relatif 
Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan 
keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan 
mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep 
kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. 
Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang 
berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan 
golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat 
dikategorikan selalu miskin. 
Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kebutuhan dasar 
yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang 
lebih tinggi. United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD) 
menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas tiga kelompok yaitu : 
1. Kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, 
perumahan, dan kesehatan. 
2. Kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang 
(leisure), dan rekreasi serta ketenangan hidup. 




Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan keluarga, tetapi juga 
meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia, seperti yang 
dikemukakan oleh Internasional Labor Organization (ILO, 1976). 
Kebutuhan dasar meliputi 2 unsur, yaitu : pertama, kebutuhan yang meliputi 
tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga konsumsi pribadi seperti makanan 
yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan dan perlengkapan rumah tangga 
yang dilaksanakan. Kedua, kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan 
oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan, dan kultural 
(Lincolin Arshad, 1999). 
2.1.2 Indikator Kemiskinan 
Persepsi mengenai kemiskinan telah berkembang sejak lama dan sangat 
bervariasi antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya.Kriteria untuk 
membedakan penduduk miskin dengan yang tidak miskin mencerminkan prioritas 
nasional tertentu dan konsep normatif mengenai kesejahteraan. Namun pada 
umumnya saat negara-negara menjadi lebih kaya, persepsi mengenai tingkat 
konsumsi minimum yang bisa diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan 
akan berubah. 
Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya 
pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan 
non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila 
dipandang dari sudut konsumsi.Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara 
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berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum.Hal ini 
disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. 
Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis 
kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 
7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut 
berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan 
non makanan.Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 
kilokalori per kapita per hari.Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan 
makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan. 
Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan 
berdasarkan pendapatan per kapita.Penduduk yang pendapatan per kapitanya 
kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks 
tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD $2 per orang 
per hari. 
Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan 
dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan 
konsumsi (consumption based poverty line). Oleh sebab itu, menurut Kuncoro 
(1997) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, 
yaitu: 
1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum 
dan kebutuhan mendasar lainnya. 
2. Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya 
partisipasi dalam kehidupan sehari-hari. 
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Garis kemiskinan dibedakan menurut tempat dan waktu, jadi setiap daerah 
baik di desa maupun di kota mamiliki nilai yang berbeda-beda dan biasanya nilai 
ini bertambah pada norma tertentu, pilihan norma tersebut sangat penting terutama 
dalam hal pengukuran kemiskinan. Batas garis kemiskinan dibedakan antara desa 
dan kota. Perbedaan ini sangat signifikan antara di desa dan di kota, hal ini 
disebabkan pada perbedaan dan kompleksitas di desa dan di kota. 
Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk 
yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. 
Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang 
berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari.Penetapan angka Rp 7.057 per 
orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup 
kebutuhan makanan dan non makanan.Untuk kebutuhan minimum makanan 
disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non 
makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, 
penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan 
(angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan 
(rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan 
sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai). 
Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan 
berdasarkan pendapatan per kapita.Penduduk yang pendapatan per kapitanya 
kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, maka termasuk 
dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut 





2.1.3 Penyebab Kemiskinan 
Sharp (1996) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang 
dari sisi ekonomi: 
1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 
kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan 
yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam 
jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. 
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya 
manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti 
produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. 
Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena pendidikan yang 
rendah, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau 
karena keturunan. 
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.  
2.1.4 Teori Lingkaran Kemiskinan 
Ketiga penyebab kemiskinan diatas bermuara pada teori lingkaran 
kemiskinan (vicious circle of poverty). Yang dimaksud lingkaran kemiskinan 
adalah suatu lingkaran suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain 
secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara 
akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat 
pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, 
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dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas.Rendahnya 
produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatanyang mereka terima. 
Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, 
baik invetasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat 
pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh 
Ragnar Nurkse 1953, yang mengatakan “ a poor country is a poor because it is 
poor” (negara miskin itu miskin karena dia miskin). 
Gambar 2.1 











Sumber: Mudrajat Kuncoro, 1997 
Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari segi 
penawaran (supply) dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang 











masyarakat untuk menabung rendah.Kemampuan untuk menabung rendah, 
menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan 
modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan 
demikian tingkat produktivitasnya juga rendah dan seterusnya.Dari segi permintaan 
(demand), di negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal 
adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang adanya 
terbatas, hal ini disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat sangat 
rendah.Pendapatan masyarakat sangat rendah karena tingkat produktivitas yang 
rendah, sebagai wujud dari tingkatan pembentukan modal yang terbatas di masa 
lalu.Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk 
menanamkan modal dan seterusnya. 
Gambar 2.2 




































2.1.5 Angka Harapan Hidup 
Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur 
kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah 
rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. 
Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai 
seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dihitung 
menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data 
yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu Anak 
Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk 
menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai 
standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan 
indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP). 
2.1.6 PDRB per kapita 
PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat 
keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah.PDRB adalah nilai 
bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi 
di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006).PDRB dapat menggambarkan 
kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.Oleh 
karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat 
bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah 
tersebut.Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut 
menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita 
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dapat dihitung dari PDRB harga kosntan dibagi dengan jumlah penduduk 
pada suatu wilayah. 
Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung 
pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, 
bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah 
dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor 
pertanian dan jasa-jasa. 
Menurut Badan Pusat Statistik (2008) angka PDRB dapat diperoleh melalui 
tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan 
pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut : 
1. Menurut Pendekatan Produksi 
PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 
berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu 
tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya 
dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, 
Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, 
Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa 
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa. 
2. Menurut Pendekatan Pendapatan 
PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang 
ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa 
faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; 
sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.Dalam definisi ini 
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PDRB mencangkup juga penyusutan neto.Jumlah semua komponen 
pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral.Oleh karena itu 
PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor. 
3. Menurut Pendekatan Pengeluaran 
PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu: 
a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang 
tidak mencari untung. 
b) Konsumsi pemerintah. 
c) Pembentukan modal tetap domestik bruto. 
d) Perubahan stok. 
e) Ekspor netto. 
2.1.7 Pengangguran 
Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang 
dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan 
dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu 
tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya 
(Sadono Sukirno, 2000). 
Oleh sebab itu, menurut Sadono Sukirno (2000) pengangguran biasanya 
dibedakan atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain: 
1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 
tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari 
kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.  
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 
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3. adanya perubahan struktur dalam perekonomian. 
4. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh 
kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat 
pengurangan dalam permintaan agregat. 
Menurut Edgar O. Edwards (dalam Lincolin Arsyad, 1999), untuk 
mengelompokkan masing-masing pengangguran perlu diperhatikan dimensi-
dimensi sebagai berikut: 
1. Waktu (banyak diantara mereka yang bekerja ingin bekerja lebih lama, 
misal jam kerjanya per hari, per minggu, atau per bulan).  
2. Intensitas pekerjaan (yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi 
makanan). 
3. Produktivitas (kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh 
kurangnya sumberdaya-sumberdaya komplementer untuk melakukan 
pekerjaan). 
Berdasarkan hal-hal diatas Edwards memberikan bentuk-bentuk 
pengangguran adalah: 
1. Pengangguran terbuka (open unemployment), adalah mereka yang 
mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia 
pekerjaan yang cocok untuk mereka. 
2. Setengah pengangguran (under unemployment), adalah mereka yang 
secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah 
sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas 
produksi secara keseluruhan. 
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3. Tenaga kerja yang lemah (impaired), adalah mereka yang mungkin 
bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau 
penyakitan. 
4. Tenanga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu 
bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang 
baik. 
Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat adalah 
tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat 
penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujudkan, sehingga apabila tidak bekerja 
atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi 
tingkat kemakmuran yang mereka capai dan dapat menimbulkan buruknya 
kesejahteraan masyarakat (Sadono Sukirno, 2004). 
Jumlah pengangguran menurut BPS (2008) adalah jumlah orang yang 
masuk dalam angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari 
pekaerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja 
cantohnya, seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa 
perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum 
membutuhkan pekerjaan. 
2.1.8 Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Jumlah Penduduk 
Miskin 
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja 
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan 
meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat 
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kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat 
angka harapan hidup. Di Negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, 
setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara 
ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. 
Selanjutnya, Lincolin (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan 
dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi 
kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan 
kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih 
baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan 
output energi. 
2.1.9 pengaruh PDRB Per kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin  
Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah 
kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. 
Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan 
pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi 
harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan 
masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya.Sehingga menurunnya 
PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga.Dan apabila 
tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa 
merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang 
yang berkurang. 
Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan 
kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dan juga dapat menggambarkan 
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perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah 
terjadi di antara berbagai negara (Lincolin Arsyad, 1999). Semakin tinggi tingkat 
pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk 
membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah (Thamrin, 2000). 
Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk 
suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. 
Selanjutnya menurut penelitian Deni Tisna Amijaya (2008) mengatakan bahwa 
PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap 
kemiskinan. 
2.1.10 Pengaruh Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk 
Miskin 
Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya jumlah pengangguran, 
dengan jumlah penduduk miskin.Bagi sebagian besar mereka, yang tidak 
mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part time) selalu 
berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Lincolin Arsyad, 
1999).Kebutuhan manusia banyak dan beragam, karena itu mereka berusaha untuk 
memenuhi kebutuhannya, hal yang biasa dilakukan adalah bekerja untuk 
mendapatkan penghasilan.Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, 
konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, 
kondisi ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah 





2.2 Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian tentang kemiskinan diberbagai negara telah dilakukan 
oleh sejumlah peneliti, antara lain : 
a) Penelitian yang dilakukan oleh Deny Tisna Amijaya (2008) dengan judul 
“Pengaruh ketidakmerataan distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, 
dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2003-
2004”. Tulisannya meneliti tentang pengaruh ketidakmerataan distribusi 
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap 
kemiskinan di Indonesia, dalam hal ini untuk seluruh Provinsi di Indonesia 
dari tahun 2003 – 2004. Analisis yang dilakukan adalah analisis Deskriptif 
dan ekonometrika dengan menggunakan metode Panel Data.  
Model yang digunakan adalah modifikasi model ekonometri sebagi 
berikut: 
MS = f(GR, PDRB, PG) 
Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + Uit 
 Dimana: 
MS = jumlah kemiskinan. 
GR = variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan. 
PDRB = variabel tingkat pertumbuhan ekonomi. 
PG = variabel tingkat pengangguran. 
i = cross section. 
 t = time series. 
 Β0 = konstanta. 
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Β1, Β2, Β3 = koefisien. 
U = error. 
Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel ketidakmerataan 
distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, 
variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat 
kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif 
terhadap tingkat kemiskinan. 
- 
b) Penelitian yang dilakukan oleh Rima Prihartanty (2008) dengan judul 
”Analisis Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Distribusi 
Pendapatan: Studi kasus Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah”. 
Tulisannya meneliti tentang Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi, dan 
Ketimpangan Distribusi Pendapatan: Studi kasus Kabupaten/Kota di 
Propinsi Jawa Tengah. Analisis yang dilakukan menggunakan Regresi 
dengan mengunakan panel data dengan OLS. Model yang digunakan adalah 
modifikasi model ekonometri sebagi berikut: 
Y it = β0 + β1 X1it + β2 X2it + Uit 
Dimana:  
Y  = jumlah penduduk miskin (Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah) 
X1  = pertumbuhan ekonomi 
X2  = ketimpangan distribusi 
β  = koefisien regresi 
U  = disturbance 
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i  = intercept cross section 
t  = intercept time 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 
ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat 
kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap 
tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif 
terhadap tingkat kemiskinan. 
c) Penelitian yang dilakukan oleh Apriliyah S. Napitupulu (2007) dengan judul 
”Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap 
Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatra Utara”. Tulisannya 
meneliti tentang pengaruh indikator komposit Indeks Pembangunan 
Manusia terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. 
Analisis yang dilakukan menggunakan Regresi linier berganda dengan 
ordinary least square/OLS. Model yang digunakan adalah modifikasi 
model ekonometri sebagi berikut:  
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + μ 
Dimana : 
Y  = jumlah penduduk miskin Sumatera Utara (jiwa)  
X1  = angka harapan hidup (tahun)  
X2  = angka melek huruf (persen)  
X3  = konsumsi perkapita (rupiah)  
μ  = tern of error  
β  = koefisien regresi  
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α  = intercept 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga variabel yaitu 
angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi perkapita 
mempunyaipengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk 
miskin di Sumatera Utara. 
d) Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti 
(2006) dengan judul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan 
Jumlah Penduduk Miskin”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh 
pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis 
yang dilakukan adalah analisis Deskriptif dan ekonometrika dengan 
menggunakan metode Panel Data. Model yang digunakan adalah modifikasi 
model ekonometri sebagi berikut:  
Poverty = β0 + β1 PDRB + β2 Populasi + β3 Agrishare + β4 Industrieshare 
+ β5 Inflasi + β6 SMP + β7 SMA + β8 DIPLOMA + β9 Dummy 
Krisis + ε 
Dimana: 
Poverty   = tingkat kemiskinan  
PDRB   = Produk Domestik Regional Bruto  
Agrishare   = pangsa sektor pertanian dalam PDRB  
Industrieshare   = pangsa sektor industri dalam PDRB  
Inflasi    = tingkat inflasi  
SMP    = jumlah lulusan setingkat SMP  
SMA    = jumlah lulusan setingkat SMA  
DIPLOMA    = jumlah lulusan setingkat Diploma  
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Dummy Krisis  = dummy krisis ekonomi 
Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan PDRB mengakibatkan 
penurunan atas angka kemiskinan, kenaikan jumlah penduduk 
mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Inflasi 
mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, kenaikan Share 
pertanian dan industri mengakibatkan penurunan atas angka kemiskinan, 
kenaikan tingkat pendidikan mengakibatkan penurunan atas angka 
kemiskinan. Dimana pengaruh tingkat pendidik SMP lebih besar dari pada 
pengaruh share pertanian. Sedangkan kenaikan Dummy krisis 
mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan. 
e) Penelitian yang dilakukan oleh Dian Octaviani (2001) dengan judul “Inflasi, 
Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester 
Greer & Horbecke”. Tulisannya menganalisis tentang pengaruh 
pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Model yang 
digunakan adalah modifikasi model ekonometri yang dikemukakan oleh 
Cutler dan Katz (1991), yaitu :  
Pt = β0 + β1 (P/Y)T + β2 ρT + β3 μt + β4 Gt + εt 
Dimana : 
Pt = tingkat kemiskinan agregat pada tahun ke t diukur dengan 
indeks FGT 
 (P/Y)t  = rasio garis kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata  
ρT  = tingkat inflasi  
Gt   = rasio gini  
μt  = tingkat pengangguran  
εt  = error term 
39 
 
Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kenaikan angka 
pengangguran mengakibatkan peningkatan atas angka kemiskinan, 
sebaliknya semakin kecil angka pengangguran akan menyebabkan semakin 
rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia. 




Penelitian Model Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian 
Deny Tisna Amijaya (2008) 
 
 “Pengaruh ketidakmerataan 
distribusi pendapatan, pertumbuhan 
ekonomi, dan pengangguran terhadap 
tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 
2003-2004”  
 
MS = f (GR, PDRB, PG) 
Y it = β0 + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + Uit 
 
Dimana:  
MS = jumlah kemiskinan.  
GR = variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan.  
PDRB = variabel tingkat pertumbuhan ekonomi.  
PG = variabel tingkat pengangguran.  
i = cross section. 
 t = time series. 
 Β0 = konstanta.  
Β1, Β2, Β3 = koefisien.  





metode Panel Data. 
Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel 
ketidakmerataan distribusi 
pendapatan berpengaruh positif 
terhadap tingkat kemiskinan, 
variabel pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh negatif terhadap 
tingkat kemiskinan, sedangkan 
variabel pengangguran 
berpengaruh positif terhadap 
tingkat kemiskinan. 
Rima Prihartanty, 2008 
 
Analisis Kemiskinan Pertumbuhan 
Ekonomi, dan Ketimpangan 
Distribusi Pendapatan: Studi kasus 
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa 
Tengah  
 
Y it = β0 + β1 X1it + β2 X2it + Uit 
 
Dimana: 
Y = jumlah penduduk miskin (Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah) 
X1 = pertumbuhan ekonomi 
X2 = ketimpangan distribusi 
β = koefisien regresi 
U = disturbance 
i = intercept cross section 
t = intercept tim 
Regresi dengan 
mengunakan panel 
data dengan OLS 
 
Pertumbuhan ekonomi yang 
ditujukan dengan PDRB perkapita 
berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kemiskinan yang diukur 
dengan banyaknya jumlah 
penduduk miskin sedangkan 
ketimpangan distribusi pendapatan 
yang diukur dengan angka Gini 
Rasio berpengrauh positif terhadap 
kemiskian.  
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Pengaruh Indikator Komposit Indeks 
Pembangunan Manusia Terhadap 
Penurunan Jumlah Penduduk Miskin 
di Sumatra Utara  
 
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + μ 
 
Dimana :  
Y = jumlah penduduk miskin Sumatera Utara (jiwa) 
X1 = angka harapan hidup (tahun)  
X2 = angka melek huruf (persen) 
X3 = konsumsi perkapita (rupiah) 
μ = tern of error 
β = koefisien regresi 




ordinary least square / 
OLS  
 
Dari ketiga variabel yaitu angka 
harapan hidup, angka melek huruf, 
konsumsi perkapita mempunyai 
pengaruh negatif dan signafikan 
terhadap jumlah penduduk miskin 
di Sumatera Utara.  
 
Hermanto Siregar dan Dwi 
Wahyuniarti (2006) 
“Dampak Pertumbuhan Ekonomi 
Terhadap Penurunan Jumlah 
Penduduk Miskin”  
 
Poverty = β0 + β1 PDRB + β2 Populasi + β3 Agrishare 
+ β4 Industrieshare + β5 Inflasi + β6 SMP + β7 SMA + 
β8 DIPLOMA + β9 Dummy Krisis + ε 
 
Dimana: 
Poverty = tingkat kemiskinan 
PDRB = Produk Domestik Regional Bruto 
Agrishare = pangsa sektor pertanian dalam PDRB 
Industrieshare = pangsa sektor industri dalam PDRB 
Inflasi = tingkat inflasi 
SMP = jumlah lulusan setingkat SMP 
SMA = jumlah lulusan setingkat SMA 
DIPLOMA = jumlah lulusan setingkat Diploma 





metode Panel Data.  
 
Hasil penelitiannya 
menyimpulkan bahwa kenaikan 
PDRB mengakibatkan penurunan 
atas angka kemiskinan, kenaikan 
Jumlah Penduduk mengakibatkan 
peningkatan atas angka 
kemiskinan, kenaikan Inflasi 
mengakibatkan peningkatan atas 
angka kemiskinan, kenaikan Share 
pertanian dan industri 
mengakibatkan penurunan atas 
angka kemiskinan, kenaikan 
tingkat pendidikan mengakibatkan 
penurunan atas angka kemiskinan. 
Dimana pengaruh tingkat pendidik 
SMP lebih besar dari pada 
pengaruh share pertanian. 
Sedangkan kenaikan Dummy 
krisis mengakibatkan peningkatan 




2.0 Kerangka Pemikiran 
Pengentasan penduduk miskin saat ini masih merupakan salah satu prioritas 
pembangunan nasional yang senantiasa menyita perhatian, karena masalah 
kemiskinan menyangkut berbagai aspek. Walaupun sudah banyak program 
kemiskinan yang ditujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun masalah 
kemiskinan tidak kunjung selesai.Sulitnya penyelesaian masalah ini, disebabkan 
karena permasalahan yang melibatkan penduduk miskin sangat kompleks. 
Penduduk miskin menurut BPS (2010) adalah penduduk yang memiliki 
rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan.Penetapan 
perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang 
berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari.Penetapan angka Rp 7.057 per 
orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup 
kebutuhan makanan dan non makanan.Untuk kebutuhan minimum makanan 
disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non 
makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, 
penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan 
(angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan 
(rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan 
sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai). 
Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan 
berdasarkan pendapatan per kapita.Penduduk yang pendapatan per kapitanya 



















   
dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut 
World Bank adalah USD $2 per orang per hari. 
Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (vicious 
circke of poverty) dari Nurkse 1953.Adanya keterbelakngan, dan ketertinggalan 
SDM (yang tercermin oleh rendahnya IPM), ketidaksempurnaan pasar, dan 
kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas.Rendahnya produktifitas 
mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (yang tercermin oleh 
rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada 
rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya 
akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercemin oleh 
tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh 
keterbelakangan dan seterusnya (Mudrajad Kuncoro, 1997). 
Berbagai upaya untuk menekan jumlah penduduk miskin, salah satunya 
adalah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Todaro (2000) 
pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri.Sehingga 




sebuah negara dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta 
pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. 
Menurut Apriliyah S. Napitupulu (2007) mengatakan bahwa Indeks 
Pembangunan Manusia mampunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk 
miskin. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan 
perkapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga 
semakintinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah 
penduduk miskin di daerah. 
PDRB per kapita merupakan suatu masalah yang sangat berhubungan 
dengan jumlah penduduk miskin.Menurut Sadono Sukirno (2000) laju 
pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan 
itu lebih besar atau lebih kecil.Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-
mata diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan 
telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-
hasilnya.Sehingga menurunya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas 
konsumsi rumah tangga. 
Pendapatan per kapita memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan 
kesejahteraan masyarakat diberbagai negara dan juga dapat menggambarkan 
perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di 
antara berbagai negara (Lincolin Arsyad, 1999). Semakin tinggi tingkat pendapatan 
seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar 



















   
berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu 
wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang. Selanjutnya 
menurut penelitian Deni Tisna Amijaya (2008) mengatakan bahwa PDRB sebagai 
indikator pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. 
Jumlah pengangguran juga menjadi penyebab meningkatnya jumlah 
penduduk miskin. Dengan kondisi masyarakat yang tidak bekerja atau menganggur 
tidak memiliki penghasilan, maka mereka akan kesulitan untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya, kondisi seperti ini akan membawa dampak bagi terciptanya 
kemiskinan (Lincolin Arsyad, 1999). 
Dian Octaviani (2001) mengatakan bahwa jumlah pengangguran erat 
kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki 
ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh 
saat ini.Hilangnya pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar 
penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hal ini berarti 




Dari penjelasan di atas dapat digambarkan pengaruh Angka Harapan Hidup 
(AHH), PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk 











Hipotesis adalah pendapat sementara dan pedoman serta arah dalam 
penelitian yang disusun berdasarkan pada teori yang terkait, dimana suatu hipotesis 
selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menguhubungkan dua variabel 
atau lebih (J. Supranto, 1997). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 
1. Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk 
miskin di Provinsi Banten. 
2. PDRB Per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk 
miskin di Provinsi Banten. 
3. Jumlah pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk 




















3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 
variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan 
kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 
konstruk atau variabel tersebut. (M. Nasir, 1998).Sebagai panduan untuk 
melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka 
perlu dikemukakan definisi variabel yang digunakan. 
Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independent dan 
variabel dependen. 
1. Variabel Dependen  
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin di 
Provinsi Banten pada tahun 2012. 
2. Variabel Independen 
Variabel independent dalam penelitian ini adalah Angka Harapan Hidup, 
PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran. 
Sedangkan definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai 
berikut : 
1.  Jumlah penduduk miskin  
Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk 





kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat 
adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per 
hari.Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari 
perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non 
makanan.Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 
kilokalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah 
kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan 
air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka 
melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan 
(rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta 
keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai). 
Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan 
berdasarkan pendapatan per kapita.Penduduk yang pendapatan per 
kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional, 
maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka 
ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD $2 per orang per hari. 
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data jumlah penduduk 









2.  Angka Harapan Hidup 
Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur 
kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) 
adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang 
selama hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang 
mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan 
hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). 
Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan 
Hidup (AHH) yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup 
(AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan 
nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka 
tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan 
terendah 25 tahun (standar UNDP). 
3. PDRB per kapita  
PDRB per kapita adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi 
dengan jumlah penduduk di setiap wilayah Kabupaten/Kota Jawa Tengah 
(BPS).Data PDRB per kapita yang digunakan adalah PDRB per kapita tahun 
2012 atas harga konstan tahun 2000.Variabel ini memiliki satuan rupiah. 
4. Jumlah Pengangguran 
Jumlah pengangguran menurut BPS (2008) adalah jumlah orang yang 
masuk dalam angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari 





kerja contohnya, seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, 
mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal 
tidak/belum membutuhkan pekerjaan. Data jumlah pengangguran yang 
digunakan adalah jumlah pengangguran menurut Kabupaten/Kota di 
Provinsi Banten tahun 2012.Variabel ini memiliki satuan jiwa. 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Untuk mencapai tujuan penelitian dalam menganalisis jumlah penduduk 
miskin, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif.Data kuantitatif terdiri 
dari data jumlah penduduk miskin, data Angka Harapan Hidup, data PDRB per 
kapita, dan data jumlah pengangguran.Data yang digunakan sebagai latar belakang 
berupa tahun periode 2002-2012. Sedangkan data yang digunakan sebagai 
observasi adalah data panel (pooled data) di Provinsi Banten tahun 2012.  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 
yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan 
dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku literatur, catatan-
catatan atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun data 
yang diambil adalah data seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sebanyak 4 










3.4 Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini 
sepenuhnya melalui data sekunder.Data yang diperoleh merupakan data-data dari 
literatur yang berkaitan baik berupa, dokumen, artikel, catatan-catatan, maupun 
arsip.Data yang diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan 
dan tujuan penelitian.Untuk tujuan penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data 
seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) Banten.Meliputi data jumlah penduduk miskin, data Indeks 
Pembangunan Manusia, data PDRB per kapita, dan data jumlah pengangguran. 
3.5 Metode Analisis 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan metode 
Ordinary Least Square (OLS) yang menggunakan data antar ruang (cross section) 
pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2012. 
3.5.1 Analisis Regresi 
Analisis regresi adalah studi ketergantungan dari variabel dependen pada 
satu atau lebih variabel independen (Gujarati, 1999).Dalam analisis ini dilakukan 
bantuan program Eviews 4.1 dengan tujuan untuk melihat pengaruh variabel-
variabel independen terhadap variabel dependennya.Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan regresi berganda dengan metode kuadrat 
terkecil sederhana Ordinary Least Squares (OLS).Metode ini diyakini mempunyai 
sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan yaitu secara teknis sangat kuat, mudah 





Model yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan dalam fungsi sebagai 
berikut : 
POVt = β0 . AHHtβ1. PDRBKtβ2. Utβ3 ........................................................ (3.1) 
Keterangan : 
POVt = Jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 
tahun 2012. 
AHH = Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 
2012. 
PDRBKt = PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 
2008. 
Ut = Jumlah pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi JawaTengah 
tahun 2008. 
Namun dikarenakan adanya perbedaan satuan hitung masing-masing 
variabel independen, maka analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan 
model persamaan regresi yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, 










Log(POVt) = β0 + β1Log(AHH) + β2Log(PDRBKt) + β3Log(Ut) + е .............. (3.2) 
Alasan menggunakan analisis regresi dalam transformasi log adalah 
(Gujarati, 1999):  
1. Parameter (β) dapat langsung menunjukkan koefisien elastisitas, yaitu persentase 
perubuahan dalam variabel dependen untuk persentase perubahan tertentu dalam 
variabel independent.  
2. Gejala heterokedastisitas dapat dikurangi karena tranformasi logaritma akan 
dapat memperkecil skala variabel-variabel yang diukur. 
3.4.2  Uji Asumsi Klasik 
3.4.2.1 Uji Normalitas 
Uji asumsi klasik normalitas mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas 
dari gangguan µt memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak 
berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini penaksir akan 
memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti unbiased dan memiliki varian 
yang minimum (Gujarati, 2003). 
Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi 
residual antara lainJarque-Bera Test (J-B Test) dan metode grafik. Dalam penelitian 
ini akan menggunakan metode J-B Test, yang dilakukan dengan menghitung nilai 
skewness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai χ2 (Chi- Square) tabel, maka nilai 
















n = ukuran sampel  
S = koefisien skewness  
K = koefisien kurtosis  
Ho = data berdistribusi normal  
Ha = data tidak berdistribusi normal 
Jika nilai probabilitas JB lebih besar dari 0.05 berarti JB statistik tidak 
berbeda dengan 0 atau tidak menolak H0.Jika nilai probabilitas JB lebih kecil dari 
0.05 maka H0 ditolak. 
3.4.2.2 Uji Autokorelasi 
Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode 
tertentu berkorelasi dengan variabel yang pada periode lain, dengan kata lain 
variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi 
antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan log pada model, 
memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah 
parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak 
efisien. (Gujarati, 2003).Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya 







Dari hasil uji LM apabila nilai Obs*R-squared lebih besar dari nilai X2 tabel 
dengan probability X2< 5% menegaskan bahwa model mengandung masalah 
autokorelasi. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai Obs*R-squared lebih kecil 
dari nilai X2 tabel dengan probability X2> 5% menegaskan bahwa model terbebas 
dari masalah autokorelasi. 
Apabila data mengandung autokorelasi, data harus segera diperbaiki agar 
model tetap dapat digunakan.Untuk menghilangkan masalah autokorelasi, maka 
dilakukan estimasi dengan diferensi tingkat satu (Wing Wahyu Winarno, 2008). 
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang 
sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS 
tidak bias tetapi tidak efisien (Gujarati, 2003). Cara untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan white 
heteroscedasticity-consistent standart errors and covariance yang tersedia dalam 
program Eviews 4.1. Uji ini diterapkan pada hasil regresi dengan menggunakan 
prosedur equations dan metode OLS untuk masing-masing perilaku dalam 
persamaan simultan.Hasil yang perlu diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan 
Obs*Rsquared, secara khusus adalah nilai probability dari Obs*Rsquared.Dengan 
uji White, dibandingkan Obs*R-squared dengan χ (chi-squared) tabel.Jika nilai 






3.4.2.4 Uji Multikolinearitas 
Multikolinearitas berhubungan dengan situasi dimana ada hubungan linier 
baik yang pasti atau mendekati pasti diantara variabel independen (Gujarati, 2003). 
Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan 
satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan 
memprediksi, multikolinearitas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) 
menjadi indikator yang tidak dipercaya. 
Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-
masing variabel bebas saling berhubungan secara linier dalam model persamaan 
regresi yang digunakan. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel 
penaksiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak 
efisien. 
Dalam penelitian ini uji multikolinearitas akan dilakukan dengan 
menggunakan auxilliary regression untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. 
Kriterianya adalah jika R2 regresi persamaan utama lebih dari R2 regresi auxiliary 
maka didalam model tidak terjadi multikolinearitas. Model auxilliary regression 
adalah : 












3.4.3 Uji Statistik 
3.4.3.1 Uji Signifikansi Individu (Uji t) 
Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas 
secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas 
lainnya adalah konstan. Uji t mengunakan hipotesis sebagai berikut (Gujarati, 2003) 
: 
1) Uji t untuk variabel Angka Harapan Hidup (AHH) 
a) H0 : β1 = 0 (tidak ada pengaruh antara Angka Harapan Hidup dengan 
jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten). 
b) H1 : β1< 0 (ada pengaruh negatif antara Angka Harapan Hidup dengan 
jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten). 
c) Bila t hitung > t table maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
2) Uji t untuk variabel PDRB per kapita (PDRBK) 
a) H0 : β2 = 0 (tidak ada pengaruh antara PDRB per kapita dengan jumlah 
penduduk miskin di Provinsi Banten). 
b) H1 : β2< 0 (ada pengaruh negatif antara PDRB dengan jumlah penduduk 
miskin di Provinsi Banten). 
c) Bila t hitung > t table maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
3) Uji t untuk variabel Jumlah Pengangguran (U) 
a) H0 : β3 = 0 (tidak ada pengaruh antara jumlah pengangguran dengan 






b) H1 : β3< 0 (ada pengaruh negatif antara jumlah pengangguran dengan 
jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten). 
c) Bila t hitung > t table maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
a) Jika t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak, artinya salah satu variabel 
independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.  
b) Jika t- hitung < t-tabel maka H0 tidak ditolak, artinya salah satu variabel 
independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
3.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen 
secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel 
dependen.Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel-
variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Hipotesis yang digunakan (Gujarati, 2003) : 
H0 : β1= β2= β3= β4= β5 = 0 
H1 : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol Nilai F hitung 











K = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta  
N = jumlah observasi 
Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan 
sebagai berikut : 
1) H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung < F tabel, yang artinya variabel 
penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel 
yang dijelaskan secara signifikan. 
2) H0 ditolak dan H1 diterima apabila F hitung > F tabel, yang artinya variabel 
penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang 
dijelaskan secara signifikan. 
3.4.3.3 Koefisien Determinasi 
Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur kebenaran model 
analisis regresi.Dimana apabila nilai R² mendekati 1 maka ada hubungan yang kuat 
dan erat antara variabel terikat dan variabel bebas dan penggunaan model tersebut 
dibenarkan.Sedangkan menurut Gujarati (2003) koefisien determinasi adalah untuk 
mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel 
terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada 
kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R²) terjadi bias terhadap satu 
variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis 





memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan corrected atau 
adjusted R² yang dirumuskan: 





R² : koefisien determinasi 
k : jumlah variabel independen 
n : jumlah sampel 
  
